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Abstrak

Penelitian ini mengkaji integrasi data dalam sistem E-Welfare serta implikasinya
terhadap akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan transparansi
penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis
pengaruh integrasi data terhadap kualitas data dan transparansi kebijakan dalam
program perlindungan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan metode studi literatur. Populasi penelitian mencakup artikel ilmiah, laporan
pemerintah, dan dokumen kebijakan terkait DTKS dan sistem kesejahteraan digital,
sedangkan sampel dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dan kredibilitas
sumber. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan teknik analisis data
deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi data dalam sistem E-Welfare masih
belum optimal akibat lemahnya koordinasi antar instansi, data yang tidak mutakhir,
dan fragmentasi sistem informasi. Kondisi ini menyebabkan rendahnya akurasi DTKS
serta munculnya kesalahan inclusion dan exclusion error dalam penyaluran bantuan
sosial. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan integrasi data, tata kelola
data yang lebih baik, dan peningkatan koordinasi antar lembaga sangat diperlukan
untuk meningkatkan akurasi DTKS dan transparansi penyaluran bantuan sosial

Kata Kunci:

Integrasi Data, Tata Kelola Digital,
E-Welfare, Bantuan Sosial, Data
Kesejahteraan Sosial

Keywords:

Data Integration, Digital Governance,
E-Welfare, Social Assistance, Social
Welfare Data

Abstract

This study examines data integration in the E-Welfare system and its implications for the
accuracy of the Integrated Social Welfare Data (DTKS) and the transparency of social
assistance distribution in Indonesia. The research aims to analyze how data integration
affects data quality and policy transparency in social protection programs. A qualitative
descriptive approach was employed using library research. The population consisted of
scholarly articles, government reports, and policy documents related to DTKS and digital
welfare systems, while samples were selected using purposive sampling based on relevance
and credibility. The researcher acted as the main instrument, and data were analyzed using
qualitative descriptive analysis through data reduction, data display, and conclusion drawing.
The findings reveal that data integration in E-Welfare remains suboptimal due to weak
inter-agency coordination, outdated data, and fragmented information systems. These
conditions reduce DTKS accuracy and lead to inclusion and exclusion errors in beneficiary
targeting. The results show that poor data integration directly affects the reliability of social
assistance targeting. The conclusion highlights that strengthening data integration,
improving data governance, and enhancing inter-institutional coordination are essential to
improve DTKS accuracy and transparency in social welfare distribution.
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PENDAHULUAN

Perkembangan transformasi digital dalam sektor pelayanan publik telah menjadi agenda strategis di berbagai
negara, terutama dalam upaya meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi tata kelola pemerintahan. Konsep digital
government dan data-driven governance menempatkan integrasi data sebagai fondasi utama dalam penyediaan layanan
publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (World Bank, 2022; OECD, 2023). Dalam konteks ini,
sistem kesejahteraan digital atau e-welfare berkembang sebagai pendekatan baru yang mengintegrasikan teknologi
informasi dengan kebijakan sosial untuk memastikan distribusi bantuan berbasis data yang lebih tepat sasaran dan
akuntabel (UNDP, 2022; Kementerian Sosial RI, 2023).

Di Indonesia, implementasi digitalisasi bantuan sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi
instrumen utama dalam menentukan kelayakan penerima manfaat program bantuan sosial. DTKS dirancang sebagai sistem
basis data nasional yang mengintegrasikan berbagai sumber data kesejahteraan sosial untuk mendukung penyaluran
bantuan yang lebih akurat dan inklusif. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan masih muncul, terutama terkait
inkonsistensi data, keterlambatan pembaruan, serta keterbatasan integrasi antarinstansi pemerintah daerah dan pusat
(BPS, 2023; Kementerian Sosial RI, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak secara otomatis menjamin
kualitas data yang digunakan dalam pengambilan keputusan kebijakan sosial.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem digital seperti DTKS dan SIKS-NG telah
memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi administrasi dan percepatan proses verifikasi data penerima bantuan
sosial (Sari & Wibowo, 2022; Putra et al, 2023). Selain itu, beberapa studi menegaskan bahwa digitalisasi data
kesejahteraan mampu meningkatkan keterjangkauan layanan sosial serta memperkuat mekanisme targeting bantuan
berbasis data (Kurniawan & Prasetyo, 2022; Rahmawati et al., 2024). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi
memiliki potensi besar dalam memperbaiki tata kelola bantuan sosial berbasis bukti (evidence-based policy).

Sejumlah penelitian lain mengungkapkan adanya ketidakkonsistenan hasil terkait efektivitas integrasi data dalam
sistem kesejahteraan digital. Beberapa studi menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga, fragmentasi sistem
informasi, serta keterbatasan infrastruktur data menjadi hambatan utama dalam mewujudkan integrasi data yang optimal
(Firmansyah et al., 2023; Nugroho & Lestari, 2024). Selain itu, ketidaksinkronan data antar tingkat pemerintahan sering
kali menyebabkan inclusion error dan exclusion error dalam penentuan penerima bantuan sosial, yang pada akhirnya
berdampak pada rendahnya akurasi DTKS (Handayani et al., 2023).

Berdasarkan permasalahan tersebut terlihat adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan, yaitu
belum adanya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan hubungan antara kualitas integrasi data, akurasi DTKS,
dan transparansi penyaluran bantuan sosial dalam satu kerangka analitis. Sebagian besar studi masih berfokus secara
terpisah pada aspek teknis digitalisasi atau aspek kebijakan sosial, tanpa mengkaji keterkaitan sistemik antar variabel
tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa problem utama bukan hanya pada digitalisasi sistem, tetapi
pada tata kelola integrasi data yang menjadi fondasi akurasi dan transparansi kebijakan bantuan sosial di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana integrasi data dalam sistem e-welfare
memengaruhi akurasi DTKS serta implikasinya terhadap transparansi penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Secara
teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai digital governance dan data integration dalam
kebijakan kesejahteraan sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi
pemerintah dalam memperkuat sistem integrasi data lintas sektor guna meningkatkan akurasi targeting dan transparansi
distribusi bantuan sosial, sehingga dapat mendukung terciptanya tata kelola kesejahteraan yang lebih adil, efektif, dan

akuntabel.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis integrasi
data dalam sistem E-Welfare serta implikasinya terhadap akurasi DTKS dan transparansi penyaluran bantuan sosial di
Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena kebijakan publik
berbasis data melalui interpretasi sumber data sekunder (Creswell & Creswell, 2022; Emzir, 202 |; Widyaningsih et al.,
2023).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan fenomena integrasi data secara sistematis
tanpa manipulasi variabel (Sugiyono, 2022; Sudaryono, 2021). Fokus penelitian adalah implementasi DTKS sebagai basis
data bantuan sosial serta integrasinya dengan sistem seperti SIKS-NG. Dalam praktiknya, DTKS masih menghadapi
masalah ketidakterbaruan data dan ketidaksinkronan antarinstansi yang memengaruhi ketepatan sasaran bantuan sosial
(Ariyani & Sarwandianto, 2023; Kompas, 2021).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai human instrument yang berperan dalam
mengumpulkan dan menafsirkan data (Emzir, 2021). Data yang digunakan berupa data sekunder dari jurnal ilmiah,
dokumen kebijakan, dan laporan resmi terkait DTKS, E-Welfare, dan integrasi data. Sumber literatur dipilih secara
purposive dari publikasi bereputasi tahun 2021-2025 yang relevan dengan topik penelitian (Rohim & Priambodo, 2022;
Ratnasari et al.,, 2023; Kurnia & Yusran, 2024).

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan
kesimpulan (Miles et al., 2020; Sugiyono, 2022). Analisis difokuskan pada hubungan antara integrasi data, akurasi DTKS,
dan transparansi bantuan sosial untuk menemukan pola keterkaitan antarvariabel secara konseptual.

Populasi penelitian ini adalah seluruh literatur dan dokumen kebijakan terkait E-Welfare dan DTKS, sedangkan
sampel dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan tingkat relevansi dan kredibilitas sumber (Sudaryono, 2021).
Kriteria sampel mencakup jurnal ilmiah, publikasi pemerintah, dan laporan resmi yang membahas integrasi data dan
bantuan sosial digital.

Prosedur penelitian dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data sekunder, reduksi dan kategorisasi data,
analisis deskriptif, hingga penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman
yang komprehensif mengenai pengaruh integrasi data terhadap akurasi DTKS dan transparansi penyaluran bantuan sosial

di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, ditemukan beberapa temuan utama terkait integrasi data
dalam sistem E-Welfare dan implikasinya terhadap akurasi DTKS serta transparansi penyaluran bantuan sosial di
Indonesia.

Pertama, integrasi data dalam sistem E-Welfare sudah mulai dikembangkan melalui penggunaan DTKS dan SIKS-
NG sebagai basis data utama dalam penentuan penerima bantuan sosial. Namun, integrasi ini belum berjalan secara
optimal karena masih terdapat ketidaksinkronan data antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah (Widyaningsih
etal., 2023).

Kedua, terdapat berbagai kendala dalam integrasi data, seperti data yang tidak mutakhir, keterbatasan sumber

daya manusia dan teknologi, serta kurangnya koordinasi antar instansi. Kondisi ini menyebabkan kualitas data DTKS
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menjadi kurang akurat dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat (Rohim & Priambodo, 2022; Ratnasari
et al, 2023).

Ketiga, rendahnya integrasi data berdampak pada akurasi DTKS. Hal ini terlihat dari masih adanya kesalahan
dalam penentuan penerima bantuan sosial, baik dalam bentuk inclusion error maupun exclusion error.

Keempat, permasalahan akurasi data tersebut berimplikasi pada rendahnya transparansi penyaluran bantuan
sosial. Meskipun sistem sudah berbasis digital, ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan membuat transparansi
menjadi kurang efektif dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat (Kompas, 2021).

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa integrasi data, akurasi DTKS, dan transparansi penyaluran bantuan

sosial merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem E-Welfare.

Kendala Integrasi Data dan Implikasinya terhadap Kualitas DTKS

Dalam praktiknya, integrasi data dalam sistem E-Welfare masih menghadapi berbagai kendala yang cukup mendasar,
dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas DTKS itu sendiri. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah
soal pembaruan data. Data dalam DTKS banyak yang tidak diperbarui secara berkala, sehingga tidak lagi mencerminkan
kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Dalam beberapa kasus, ada masyarakat yang sudah tidak layak
menerima bantuan tapi masih terdaftar, sementara yang justru membutuhkan malah belum masuk ke dalam sistem.
Temuan Widyaningsih et al. (2023) juga menegaskan bahwa proses pemutakhiran data masih menjadi titik lemah dalam
pengelolaan DTKS.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga jadi hambatan yang cukup signifikan. Implementasi sistem seperti SIKS-
NG memang membantu dari sisi digitalisasi, tapi di lapangan masih banyak daerah yang belum memiliki kapasitas yang
memadai, baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia. Ratnasari et al. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan
data di tingkat daerah sering kali belum optimal karena keterbatasan ini.

Masalah lainnya adalah kurangnya integrasi antar sistem. Data yang dimiliki oleh satu instansi sering kali tidak
terhubung dengan instansi lain, sehingga terjadi fragmentasi data. Rohim dan Priambodo (2022) menemukan bahwa
kondisi ini menyebabkan informasi yang dihasilkan menjadi tidak utuh dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan
kebijakan.

Jika dilihat dari perspektif teori kualitas data, kondisi ini menunjukkan bahwa DTKS belum memenuhi standar data
yang baik. Redman (2001) menekankan bahwa data yang berkualitas harus akurat, lengkap, dan konsisten. Ketika data
tidak diperbarui, tidak terhubung, dan tidak sinkron, maka ketiga aspek ini otomatis tidak terpenuhi. Akibatnya, kualitas

data menjadi rendah dan berdampak langsung pada kebijakan yang dihasilkan.

Dampak Integrasi Data terhadap Akurasi DTKS

Kondisi integrasi data yang belum optimal ini kemudian berdampak langsung pada akurasi DTKS. Ketika data dari
berbagai sumber tidak terhubung dengan baik, maka informasi yang dihasilkan juga menjadi tidak sepenuhnya dapat
diandalkan. Hal ini terlihat dari masih seringnya terjadi kesalahan dalam penentuan penerima bantuan sosial.

Kesalahan tersebut umumnya muncul dalam dua bentuk, yaitu inclusion error dan exclusion error. Inclusion error
terjadi ketika individu yang sebenarnya tidak berhak justru menerima bantuan, sementara exclusion error terjadi ketika

individu yang berhak justru tidak terdata dalam sistem. Fenomena ini menunjukkan bahwa data yang digunakan belum
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mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat secara akurat, sebagaimana juga ditemukan oleh Rohim dan Priambodo
(2022).

Akurasi data pada dasarnya sangat bergantung pada kualitas integrasi data. Semakin terintegrasi data antar instansi,
maka semakin besar kemungkinan data tersebut akurat. Sebaliknya, ketika data masih terpisah-pisah dan tidak sinkron,
maka potensi kesalahan akan semakin besar.

Hal ini juga sejalan dengan temuan World Bank (2020) yang menekankan bahwa kualitas data menjadi faktor kunci
dalam keberhasilan program perlindungan sosial. Tanpa data yang akurat, kebijakan yang dirancang berisiko tidak tepat
sasaran. Dengan kata lain, masalah integrasi data bukan hanya persoalan teknis, tapi berdampak langsung pada efektivitas

kebijakan publik.

Implikasi Akurasi Data terhadap Transparansi Penyaluran Bantuan Sosial

Akurasi data yang rendah kemudian berlanjut pada persoalan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Secara
normatif, transparansi sering dipahami sebagai keterbukaan informasi kepada publik. Namun dalam konteks ini,
transparansi tidak hanya soal apakah informasi tersedia atau tidak, tetapi juga apakah informasi tersebut benar dan dapat
dipercaya.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa transparansi merupakan bagian dari akuntabilitas publik, di mana
pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat. Tapi ketika data yang digunakan
tidak akurat, transparansi menjadi kurang bermakna. Informasi memang dibuka, tetapi tidak mencerminkan kondisi yang
sebenarnya di lapangan.

Situasi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. OECD (2019) menyebutkan
bahwa transparansi yang tidak didukung oleh kualitas data justru bisa berdampak negatif terhadap trust publik. Ketika
masyarakat melihat adanya ketidaksesuaian antara data dan realitas, maka kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah
bisa ikut menurun.

Kasus-kasus salah sasaran bantuan sosial yang sering diberitakan juga memperkuat hal ini (Kompas, 2021). Ini
menunjukkan bahwa transparansi tidak bisa berdiri sendiri, tetapi sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan

dalam proses kebijakan.

Kebaruan (Novelty) Penelitian

Penelitian ini mencoba melihat persoalan DTKS dari sudut pandang yang sedikit berbeda dibandingkan penelitian
sebelumnya. Selama ini, banyak studi yang membahas DTKS, e-government, atau transparansi secara terpisah. Ada yang
fokus pada sistemnya, ada juga yang fokus pada implementasi atau kendala teknis di lapangan.

Di sini, ketiga aspek tersebut dilihat sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan. Integrasi data tidak hanya
dipahami sebagai proses teknis, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola kebijakan publik. Dari situ kemudian terlihat
bagaimana integrasi memengaruhi kualitas data, lalu berlanjut ke akurasi, dan akhirnya berdampak pada transparansi.

Pendekatan ini membuat analisis jadi lebih menyeluruh, karena tidak berhenti di satu titik masalah saja. Selain
itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbaikan sistem bantuan sosial tidak cukup hanya dengan digitalisasi, tetapi
perlu diikuti dengan perbaikan dalam integrasi data dan koordinasi antar lembaga.

Dengan cara pandang seperti ini, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan

antara teknologi, data, dan tata kelola dalam kebijakan sosial di Indonesia.

652



Copyright © 2026: Annasya Regina Sitio, Hana Fathimah, Sarah Diba, Fatkhuri, & Reja. 2026 | Problems of Data Integration ....

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa integrasi data dalam sistem E-Welfare memiliki peran yang
sangat menentukan terhadap akurasi DTKS dan transparansi penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Temuan utama
menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi melalui DTKS dan SIKS-NG telah meningkatkan efisiensi pengelolaan data,
implementasinya masih menghadapi kendala serius seperti ketidaksinkronan antarinstansi, keterbatasan pembaruan data,
serta fragmentasi sistem informasi. Kondisi ini menyebabkan munculnya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran
bantuan sosial dalam bentuk inclusion error dan exclusion error, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya efektivitas
transparansi kebijakan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan integrasi data lintas
lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data, serta pembaruan data secara berkala agar DTKS

benar-benar mampu mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi literatur sehingga tidak melibatkan
data empiris langsung dari lapangan yang dapat memberikan gambaran lebih detail mengenai implementasi sistem E-
Welfare di tingkat daerah. Selain itu, analisis yang dilakukan masih bersifat konseptual sehingga belum mengukur hubungan
antarvariabel secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan
campuran atau kuantitatif dengan data primer agar dapat memberikan validasi empiris yang lebih kuat. Penelitian
mendatang juga dapat memperluas cakupan dengan melibatkan perspektif aktor kebijakan di berbagai level pemerintahan
untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika integrasi data, akurasi DTKS, dan

transparansi penyaluran bantuan sosial.
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